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KEAALA LIESA PRTUING
KABUPRTES KENSDAL

FPEIATURRN DESA PATLUNG
SOMAOR 2 TR 2125

TEHTANG
PELATANAN 18P OMALL jRIBEIAK
DERGAN PAHMAT TUHAN (L MAHA EDA
KEPALA DESA PRYUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Passl 7 hunif s Peratiursn
Kernisi Informnzst Pusat Bepublie Indonesis Negnesr ) Tahun 2014
tentanyg Standar layanan Infurmasi Publilk [ess, mars preriu
menetapkan Peraturan Less entang Prlayarnan Inlarmas Jrublie.
1. Undang Undang Noumor 13 Tahun 1977) 1emzng, Pembentulan
Daerah-dasrah Kabupsten dalam Lingrungan Proganst Jawa
Tengah webagpsimans telah diubah denpan Undang-Undang
Nemor 9 Tahun 1965 temang Pembentulkan Dasrah Tingpat I
Batang dengsn mengutah Undang Lndany, Negner 1% Tahun
1450 tentang Pembentukan Dasrash-darcsh Katmpaten dalam
Lingrungan Propns Jawa Tengah (Lembaran Negasra Republik
Indemesia Tahun 1965 Nomeor 52, Tambahan lembaran Negara
Bepublik Indunesia Namear 2757},
2. Undang-Undany Nomor 14 Tahun 2004 tenang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Pepublik Indonesia Tahun
9008 Nomor 61, Tambahan lemharan Negara  Republk
Indanesia Narnoar 4545
2. Undang - Undang Nemor 9 Tahun 20049 Tentang Pelayanan
Publik (lembmran Negara Bl Tahun 2000 Nomor 5058, ‘
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomar 112 ) Undang-Undang
Momor 12 Tahun 201) tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Numor #2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanesia Nomar 52°4)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran  Negara  Pepublik Indonesia . Nomor  5495)
wehbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undanpg-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 temang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850];

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tenlang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjn menjadi Undang-
Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tenlang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,
13, 14, dan 15, dari Hal Pembentukan Dacroh-dacrah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 (entang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 1l Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157},

11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indenesia Nomor 1
Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomeor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata |
Cara Penyusunan Peraturan di Desa Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 33);
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Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAYUNG
dan
KEPALA DESA PAYUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BAB |
KETENTUAM UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Payung
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Desa.

3. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh
masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.

4, Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala
Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan;

5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

6. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
danfatau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelenggara danpenyelenggaraan negara danfatau penyvelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya vang sesuai dengan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

7. Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, dan badan lain, yang fungsi dan
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa, vang
sebagian dan/atau seluruh dananya bersumber dar Anggaran pendapatan. dan
belanja Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.

9. Informasi publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola
dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintahan Desa yang berkaitan ﬂengar:
penyelenggara dan penyelenggaraan negara danfatau penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik Desa lainnya yang sesuai dengan Undang-
undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
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ll].I:t‘J:]h-:ﬂ ﬁ-llgl'llmln Inl'urnm:a_i dan Dokumentasi Desn yung selanjulny:s disebut
PPID Desa adalah Sckretaris Desa atan pejabat ving ditunguke din i tetaplm
oleh kepala desa atau pejabat yang bertanggang jowab di bicing RN AN,
pendokumentasian, penyediann, dan/atau pelayonan nformas Publik Dess din
bertanpgungjawab langsung kepada atasan PPIDsebagaimana dimaksud pads
Peraturan ini.

11 Atasan PPID Desa adalah Kepala Desa yang merupakan atasan langsung dari
PPID Desa.

12, Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbupni sarans
atau [fasilitas  penvelenggarann pelayanan informasi lainnys yang bertujuan
memudahkan perolehan informasi publik,

13. Daftar Informasi Publik Desa awdalah catatan yang berisi kelerangan secara
sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penpuasaan
Pemerintahan  Desa dan Badan Permusyawaratan  Desa  lidak  termasuk
informasi vang dikecualikan,

4. Informasi  publik berkala desa adalah informasi publik desa yang wajib
diumumkan dan disediakan secara berkaln oleh Pemerintahan Desa melalui
media informasi yang dimiliki desa tanpa ndanya permohoan Informasi.

15. Informasi publik serta-merta desa adalah informasi publik desa yang wajib
diumukan secara luas kepada masyarakal Pemerintahan Desa melalui media
informasi vang dimiliki desa,

16. Informasi publik tersedia sctiap saal desa adalah informasi publik desa yvang
wajib disedikan Pemerintahan Desa pada saat terdapat permohonan informasi
publik desa,

17. Informasi publik yang dikecualikan desa adalah informasi publik desa yang
dikecualikan dengan keputusan PPID Desa sebagaimana ketentuan Pasal 17
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah
keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa vang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau
perolechan hak lainnya yang sah.

21. Monograli desa adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah desa
yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu  dalam
penyelenggaraan pemerintahan

22. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi
data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,
kelembagaan, prasarana dan sarana seria perkembangan kemajuan dan
permasalahan vang dihadapi desa

23. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan fatau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 lentang Keterbukaan Informasi

Publik
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Laadaany Bvadenanm, aitau hadan

29 Cirang, aefnila ki T A L R R P kl"J-l'lJ'“],ri{ Grang,
14 Tahun 2008

prabidike sebmgaimnnn disnaksid dalm Undung: Undang, Nomear
tepibang Keterbobsan Informos Fulalile.

ELAERL
Msin tdan Tujunn
Panal 2
Asans Layanan Inlor s 1Palalike Dena

fesa dilubukan berdasarkan asas cepal, tepal

Annn Laysnon Infurmass) bk
smabefia, Dasayss pinighan, DEanispiran, edny akural.

aesial 7
Tujusin Pedoman Laynnan Informasi Publik Desa

Peraturan ini beriajuan unbak:
(1) membaeriban pecdomin bagd Dadan Publik Desa dalam melaksanakan pelayanan

Insfearenizassy PPubalike edene;
(2} meningkatban pelayanan Infurmasi Publik di Jingkungan Badan Publik Desa

untuk menghasilkun layanan Informasi Pablik yang Leerkualitas;
() moenjumin pemenubian hak wirga negara untuk memperoleh akses Informasi

Putilile desn dalarn rangh partispas dan akuntabilitas; dan
terwiijudnys  ujuan  penyelenggaraian keterbukaan  informasi

(1) Mengrmin
rhukaan Informasi Publik dan

sezhiaggirnania distur daliam Undang-Undang Kele
Undang-Undang Lesa

(EEYERI
Informani Publik Desa Yang Wajil Disediakan Dan Diumumkan
Haginn Satu
Infarmani yang Wajib Disedinkan dan Diumumbkan Secara Berkala

Pasal 4

(1) Setiap Badan Publik Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik
yang skurangkurangnya terdird atas:

Profil Pemerintah Desa dan Bodan Permusyawaratan Desa,
Struktur arganisasi desa dan Badan Permusyawaratan Desa
Program  atau kepiatan yang sedang  dijalankan yang meliputi; nama
program/ kegintan, jedwal wakiu pelaksanoan, penanggungjawab sumber
dan besaran anggaran Badan Publik Desa,
d. Kinerjp Pemerintah desa dalam bentuk laporan realisasi kegiatan yang

secdang dan telah dilaksanakan,
Perencanaasn dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

i,
k.

.

.
Denn,

. fencana Kerja Pemerintah Desa,

g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

h. Laporan Keuangan Badan Publik Desa

i, Infarmessi pengadaan barang dan jasa Badan Publik Desa

jo Manografi desa

k. Informasi lentang hak dan tata cara mendapatkan informasi publik Badan

Pulbilik e,
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U ey sevand benhaba sebagaimann dimeaksan] paadi ayat (1) dilnkukan

wedmtant Lbaitona U (ol kabi dalinn setalian,

Fleggthonny kelve
Dt ntsih vy Wegih Dinnnnnkan Secars serla mertn
P &
(0 Beriap Pk Pubiil Pesa Vg aemiliki kewenanpan atas suata informasi yang
ik o ketertiban umum,

Japat memaganeam hajal Ty ovinng Danye
hidup orang banyak dan ketertiban

() Wb vang dapat mengancam hajal
i seluigannana dinaksid padea ayat (1) meliputi antara Inin:
A ivlormss tentang beneana alam seperi kekeringan, kebonkaran hutan karena
ik pow

B alan, D penvakilt anaman, epidemik, wabah, kejadinn luar binsa;

eootnformast  tentang  Kkeadaan  bencani non-nlam  seperti  pencemaran
Tk v,

d Beneana sosial sepenth kerusnhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau

antar komnitas masvarakal don teror;
o informast tentang jenis, pevsebaran dan daernh yang menjadi sumber
penvakit yang berpotenst menular
£ imformasi tentang wmeun pada bahan mokanan yang dikonsumsi oleh
masvarakat; dan/atan
2 infrmasi entang rencana ganggunn terhadap utilitas publik.
h. Dal...
(3 Standar pengumuman  informasi - sebagnimana dimanksud pada ayat (1)
sekurang - kuranguya meliputi;
n. potensi baloyn dan/atnn besnran tlmmmk yang Eh'l.]:lﬂ.'[ ditimbulkan;
b, pihak-pihiak vang berpotensi terkenn dampak bagi masyarakat umum;
e, prosedur dan tempat evakuasi apabila keadoan darurat terjadi;
A, eara menghindarn lahaya dan/atau dampok yang ditimbulkan;
. earn mendapatkan bantuan dori pihak yang berwenang;
piliak-pihak yang wajib mengumumkon informasi yang dapat mengancam
hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
g Iatn car pengumuman informnsi npnbila kendann darurat terjadi;
h. upayn-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa danfatau pihak-pihak
yvoang berwenang
i, daluom menanggulangi bahaya don/atau dompak yang ditimbulkan,
(4 Kewnjiban menyebarlunskan informasi publik sebagaiamana dimaksud pada
avat () don ayat (3) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh
masyarnkat dan dalam bahasn yang mudah dipahami.

™

Baginn Ketiga
Informasi yang Wajib Tersedin Setinp Soat
Pnsal 6
(1) Setinp Badan Publik Desa wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang
sekurang kurangnya terdiri atas:
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2 Daty ivesas DR Radan Padit Desa vang schumng-kuranguya
WA whugdesank  wadapat Jdalam Nepaiiusan Nepala Desa tentang
Peerecamas Dahar Dadeeaass Dan Dokansentas: Pabhk;

B Peodl Jesa oels asas Satd dazar heloama., poiens desa dan  tingkat

g Ttk LTSI S

Ml Reoousan teeserenzah Desa denmpa Pendes, Perkades, sumt kepufusan

L
'

Reoda Jesa

G Sehores  kedvakas vang ada serta Jolkumen pendukungna dapat dilihat
Stirt ATALs BB el PR

o Remcasa fwod S0P Desa SN DR ADE Desa dapat dilihat dan atau dibaea

e R St 3

£ Dwn merasas Demennal Desa dengan prhak ketima berikut dokumen
bRl AT L N

2 agerda o Neoaia Desa

b ederas Theegeeds Wpaan pelaanan infrmas Publik vang dilaksanakan,
SRSESNE T DORSRETRTA Evanan Tmfermasi Mublk vang dimubka beserta
RorndiRioNa, SLUTheT SAVA mamiaa vang myenangani lavanan Informasi Publik
Neserrs RuatSirsewva. angaaman lumnan Informasi Publik serta laporan
DEIRRtARTINR

P Ieioremas sarmgenas Droees San penetapan pemilhan kopala desa

P Imdor—as TUNR laim yang wlah dinvatakan terbuka bagi masyvarakat

serdaarrors mwiamesye brbematan dan atau pemvelesaian  sengketa
sebugmionang Somaosnd Salam Undang - Undang Nomer 14 tahun 2008
reotassg Netssohuionan Imfarmas Pabik

Ragian Netiga
Iedformasd Yang Dikecualikan

Pasal 7
Secar tadan publ wasd membduka alees Informasi Publik bagi setiap Pemohon
Imicrmas Dobik, Trensd mfarmast yvang dilecualikan schagaimana diatur dalam
Undang-undang Keeerbuinan Informag Put ik

Pasal 8
Pengecualan nirmas Publk didasarkan pada pengujian tentang konsckuensi
vamg ombul apato: suam mirmas diberikan serta setelah dipertimbangkan
dengan seksama fahwa menuiup Informas Publik dapat melindungi kepentingan
yang lelah besar dampada membukanya atau schahknya.

BABIV
Badan Permusvawaratan Desa
Paxal @
Informas Publik vang wand dendiakan setiap saat oleh Badan Permusyawaratan
Desa vang sekurang-Xuningmya wahn atax
4 informast meagenal tata wrob Radan Permusvawaratan Desa
b informass ntang pessturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah
direrbithan: i
o imformasi fenTAng TRncangan peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan ‘
Desa vang sekurang-kurangnva teodin atas:
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pertimbangan  yang mendasari terbitnya

n tersebut;
pihak atas peraturan,

dokumen pendukung kajian atau
peratran, keputusan atau kebijaka
v mastthan-masukan  dan berbagai

=

keputusan #atal

Kebpakan tersebut
akan

ristlah mapat dan proses pem putusan atau ke:bi]

bentukan peraturan, ke

rerse b
4. rancangan peraturat, keputusan atau kebijakan tersehut;
A rahap penumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersehbut;
{ formast mengenai agenda kerja dan rapat Badan Permusyawaratan Desa
ngenal rencana kegiatan dan ren
Lapworan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa
poran hasil rinclak lanjut pengaduan masyarakat

st masvarakat desa

cana anggaran biaya

s apfornas me

1

e

- b
laporan asp

lapveran pengawasan kinerja kepala desa
ksanaan tugas dan fungsinya dar Anggaran Pendapatan

i i

j. laporan eperasional pela
dan Belanga Desa.
n hasil musvawarah desa

k. laporant
| S - J——
BABV
Kewajiban Badan Publik Desa dalam Pelayanan Informasi
Pasal 10
Radan Publik desa wajib:
a. menetapkan peramuran mengenai standar prosedur operasional layanan

Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini;
5. membangun dan mengembangkan sistem 1

mengelola Informast Publik secara baik dan efisien;
menunjuk dan mengangkat PPID Desa untuk melaksanakan tugas dan tanggung

jawab seria wewenangnya,
4. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi lay
sesual dengan peraturan pcmndangaund angan yang berlaku;
e. menvediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan
pengumuman dan meja informasi di Kantor Kepala Desa;

dar biava perolehan salinan Informasi Publik;
kan secara berkala Daftar Informasi Publik atas

nformasi dan dokumentasi untuk

anan Informasi Publik

f. menetapkan stan
g menetapkan dan memutakhir
sehuruh Informasi Publik yang dikelola;

jakan dan memberikan [nformasi Publik sebagaimana diatur di dalam

h. menyed
Peraturan ini;
;  memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi

publik vang mengajukan keberatan;
membuat dan mengumumkan lapo
dengan Peraturan ini serta menya

Informasi;

ran tentang layanan Informasi Publik sesuai
mpaikan salinan laporan kepada Komisi

Pasal 11
PPID Pemerintahan Desa
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(1) Dalam melaksanakan tugas pengelolaan informasi publik di Badan publik desa
scbagaimana di ,maksud dalam Pasal 10 maka perlu di tetapkan PPID

Pemerintahan Desa.

(2) Kepala desa menunjuk dan menetapkan
pemerintahan atau pejabat fungsional dan/atau petugas
membantu  PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan

wewenangnya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretaris Desa atau kepala urusan
informasi yang

Tanggung Jawab dan Wewenang PPID Pemerintahan Desa
Pasal 12

bidang layanan Informasi Publik

penyediaan dan pelayanan Informasi

PPID Desa bertanggungjawab di yang meliput
proses penyimpanarn, pendokumentasian,

Publik.
Pasal 13

(1) PPID Desa bertanggungjawab mengkoordinasikan penvimpanan dan
pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik.

(2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Desa
bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara

fisik yang meliputi:

a. informasi yang wajib dise

b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;

terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

(3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Desa
bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik vang dikuasai dalam
rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-
kurangnya | {satu) kali dalam sebulan.

(4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang

kearsipan.

diakan dan diumumkan secara berkala;

c. informasi

Pasal 14
(1) PPID Desa bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan
seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan Badan Publik vang dapat diakses

oleh publik.

(2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID

bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik
u permohonan.

melalui pengumuman dan/ata
(3) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk

mengkoordinasikan:

a. pengumuman Informasi Pu
menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan

Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar,

geunaan bahasa yang

blik melalui media yang secara efektfl dapat

b. penyampaian Informasi
mudah dipahami serta mempertimbangkan pen

digunakan oleh penduduk setempat.
(4) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh

publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk
memenuhi permohonan Informasi Publik;
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(1) Alasan seboagaimana dimadenud poela nyat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan
secarn termlin dan dinertakan dolam sural pemberitahuan tertulis atas

permuhonan Informani Mubilik.
Mannd 17

(1) PPID Pemerintahan Desn dapat  menghitnmkan atau
dikecuntilnn dalam suntu salinan dokumen Informas Publik

mengaburkan mater

indormasi yang
va akan diberikon kepadn publik,
(2) D Pemenntahan Densn tihnke  dnpnt menjadikan  pengecualian sebagian

informasi  dalam suntu salinan Informasi  Publik  sehapgai  alasan  untuk
mengectnlikin alkses pubilile techadng keseluruhan salinan Informasi Publik.

(1) Dalam hal  dilalulean  peaghitiiman atau pengnburan  informasi,  PPID
Pemerintahon Desn wajib memberikan alosnn dan materinya pada masing-
masing hal yang dibitnmkan atnu diknburkan,

Standor Layanan Informasi
Pannl 1H
Standar Layanan Informuasi Publik yang meliputi;
o, Permohonan informasi publik
b Standar Lavanan Informasi Publik Melalui Pengumuman
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Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan

Maklumat Pelayanan Informasi Publik
Tata Cara Pengelolaan Keberatan atas permohoan informasi publik

Laporan dan evaluasi layanan publik Badan publik Desa mendasarkan pada
Peraturan Komisi Informasi Nomoer 1 Tahun 2021 tentang standar layanan

informasi publik

-0 o0

Media Informasi
Pasal 19

Media Informasi Pemerintah Desa sekurang-kurangnya meliputi :
(1) Media Luar Ruang yang berupa :

a. Baliho, atau/

b. Banner atau/

c. Poster atau/

d. Pamflet atau/

f. Dst.....
(2) Media Luar Ruang sebagaimana dimaksud ayat 1 ( satu ) dibuat permanen dan
ditempatkan pada lokasi strategis sehingga mudah dijangkau dan dibaca oleh

pengguna informasi atau Masyarakat Desa.

Pasal 20
(1) Media teknologi Informasi sekurang-kurangnya meliputi :
a. Website atau [ Blog
b. Nemor Telpon atau / layanan sms
c. Group WhatsApp atau / Facebook

d. Dst......
(2) Media teknologi informasi sebagaimana ayat 1 (satu) bertujuan sebagai alat

interaksi dan komunikasi digital antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat
yang bisa berupa saran, kritik, informasi dan aduan atau pertanyaan.

Pasal 21

rang-kurangnya meliputi :

(1) Media tatap muka seku
Rembug Desa dan sebutan Lain.

a. Ferum Dialog, Diskusi,

. b. Sosialisasi
(2) Media Tatap muka sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai sarana komunikasi

timbal balik antara masyarakat dan pemerintah Desa sccara langsung.
(3) Media tatap muka dilaksanakan paling sedikit 2 ( dua ) kali dalam satu.

BAB VI
Pembiayaan
Pasal 22
kegiatan pengelolaan informasi dan Dokumentasi Desa

Biaya yang timbul terkait
. dan Pendapatan Belanja Desa dan/atau sumber

dibebankan pada Anggara
pendapatan Jain yang sah.
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BAR VI
PENUTUP

sl 23
(1) Retentuan: ketentun sebogead mnnn linpadessuae] ol Peraturin [Desa ini menjadi

pedoman Pemenntah Desa Aol elaksanakan pelnyanan informasi publik
abnkoan Informasi publik.

Diesar vonge otk deadiom program liele
Desn ini nkon dintur lehih lanjul

A Hal hal vang belam ditur daliom Perituran
paddi Peraturan Kepala Desa,

Pasnl 24

1 diundangkan, agor setinp orang

Peraturan Desa ini mulai berlaku padic tangg
peraturnn Desa ini dengan

mengetahmnyn, memerintalikan  pengundangan
penempatannyi dalam Berita Desa,

Ditetapkan eli @ Poyung
1 : 30 Oktober 2023

v Payung

3
F-

NARNO
Diundangkan i Payung,

Pada Tangeal 30 Oktober
Sekretaris Desa Payimg

P
yﬁm{m JUWARI

LEMBARAN DESA PAYUNG TAHUN 2023 NOMOR 2
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Paca hart ini Senin tanggal 30 bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh

PERSETUJUAN BERSAMA

BERITA ACARA
NOMOR 6 TAHUN 2023

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PAYUNG KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

tiga, kami

vany bertanda tangan dibawah ini:

L

4.

~
™

Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Desa Payung yang
beralamat di Desa Payung Kecamalan Weleri
Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PII IAK
KESATU

H.OWALUYO + Retua BPD
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Badan Permusywaratan Desa Payung,
selanjutnya discbut PIHAK KED UA

JURAHMAN - Wakil Ketua BFD
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusywaratan Desa Payung,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
TINAWAROH :  Sekretaris BPD
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusywaratan Desa Payung,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

SON HANARNO

Menvatakan bahwa:

1.

P{HAK KEDUA telah membahas menyepakati Rancangan Peraturan Desa
tentang Pelavanan Informasi Publik yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU

dengan penyesualan dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang

LT L

terlampir pada Benita Acara ini.
PIHAN NESATU dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Desa
tentang Pelavanan Informasi Publik sebagaimana tertuang pada catatan yang
terlampir pada Benrta Acara ini.

Selanjuimyva PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan korcksi atas
Rancangan Peramuran Desa tentang Pelayanan Informasi Publik selaras dengan

penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir

- o HEYTTT O EET ST
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Pavung, 30 Oktober 2023
Kn.,'r.lm B L‘J Desa F.a- ung
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Wakil Ketua BRD Desa Payung

JURAHMAN

Sekretaris BPD Desa Payung

TINAWAROH
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